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ABSTRAK

Belanda pada tahun 1976 telah menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana
dalam W.v.S Belanda. Mengubah secara total KUHP, seperti yang terdapat pada
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) 2015. Berdasarkan
hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang
bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia serta
bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
korporasi pada masa yang akan datang. Penulisan tesis ini menggunakan metode
penelitian hokum normative yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan
bahan-bahan hokum lainnya yang mana bersifat data sekunder yang ada di
perpustakaan maupun jurnal hokum lainnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa
kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi dalam
beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini berbeda
pada  setiap  Peraturan  Perundang-undangannya. @ Kemudian = formulasi
pertanggungjawaban pidana korporasi masih berorientasi kepada orang dan belum
berorientasi kepada pemidanaan terhadap korporasi itu sendiri karena tidak diatur
secara khusus jenis pidana untuk korporasi serta tidak ada ketentuan pidana
tambahan yang dapat memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak
pidana. Kemudian kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
korporasi pada masa yang akan datang pada dasarnya sudah dirumuskan melalui
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) tahun 2015. Sanksi
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana pokok berupa
pidana denda. Apabila denda tidak dibayarkan oleh korporasi maka dapat dikenakan
pidana pengganti dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau
pembubaran korporasi”. Kemudian bagi korporasi dapat dikenakan pidana
tambahan berupa pencabutan segalahak yang diperoleh oleh korporasi. Selain itu di
dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 telah di atur
mengenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.
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